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Dalam rangka pelaksanaan PUG yang menjadi salah satu dari 3 (tiga) arus 
utama pembangunan nasional, pemerintah 
menetapkan PPRG sebagai salah satu 
langkah percepatan pelaksanaannya. Oleh 
karena itu, implementasi didorong untuk 
mendukung PUG sebagai strategi yang 
digunakan untuk mengurangi kesenjangan 
antara penduduk laki-laki dan perempuan 
Indonesia dalam mengakses dan menda-
patkan manfaat pembangunan, serta me-
ningkatkan partisipasi dan mengontrol 
proses pembangunan. PUG dilakukan 
dengan mengintegrasikan perspektif (su-
dut pandang) gender ke dalam proses 
pembangunan di setiap bidang. Penerapan 
PUG akanmenghasilkan kebijakan publik 
yang lebih efektif untuk mewujudkan 
pembangunan yang lebih adil dan merata 
bagi seluruh penduduk Indonesia, baik 
laki-laki maupun perempuan.
Studi ini dilakukan untuk memetakan 
perubahan yang terjadi dalam tiga (3) tahun 
terakhir 2010-2013 mengenai imple-mentasi 
Perencanaan dan Penganggaran Responsif 
Gender (PPRG), sebuah momentum sejak 
dikeluarkannya RPJMN tahun 2010-2014 
sampai dengan dikeluarkannya Stranas 
Percepatan PUG melalui PPRG.
Setelah kurang-lebih 6 bulan dilakukan 
sejak awal tahun 2014, dengan mengucap 
Kata Pengantar
penuh syukur laporan studi ini dapat 
disajikan kepada pelaku pegiat PPRG, 
dengan harapan mendapatkan tanggapan 
dan masukan dalam seminar untuk dapat 
disempurnakan lagi.
Kami ucapkan terima kasih kepada para 
partisipan studi, pegiat PUG di Provinsi 
Kepulauan Riau, JawaTimur, Kalimantan 
Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, 
dan Sumatera Utara. Kabupaten Bintan, 
Sidoarjo, Kutai Kartanegara, Grobogan, 
Sidrap, dan Serdang Bedagai, Kementerian 
Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kemen-
terian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemen-
terian PU, dan Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah. Terima kasih juga 
kami sampaikan kepada Kementerian Pem-
berdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, The Asia Foundation, DFATD, dan 
berbagai pihak yang tidak dapat kami 
sebutkan satu-persatu.
Semoga studi ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat berupa sumbangan 
pengetahuan praktis bagi pegiat pengarus-
utamaan gender dalam melakukan advokasi 
maupun bagi para pengambil keputusan 
untuk mengintervensi dan menentukan 
arah kebijakan ke depan dalam mendukung 
implementasi PPRG baik di tingkat provinsi, 
kabupaten dan di kementerian/lembaga. 
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1.1 Pengantar 
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam 
pembangunan di Indonesia menjadi salah 
satu strategi dalam upaya mengintegrasikan 
perspektif gender dalam pembangunan. 
Salah satu alat untuk mencapainya adalah 
dengan mengintegrasikan perspektif gen-
der tersebut ke dalam seluruh proses 
perencanaan, penganggaran, pemantauan 
dan evaluasi atas kebijakan dan program 
pembangunan atau sering disebut Perenca-
naan dan Penganggaran yang Responsif 
Bab 1
Pendahuluan
Gender (PPRG). PPRG bertujuan untuk 
memastikan bahwa proses dan hasil 
pembangunan yang dilakukan pemerintah 
menjadi lebih berkualitas karena memper-
timbangkan kebutuhan berbagai pihak 
secara spesifi k sehingga lebih tepat sasaran. 
PPRG di Indonesia telah mulai efektif 
diterapkan sejak 2010 dengan keluarnya 
berbagai kebijakan strategis yang dikuatkan 
melalui kebijakan operasional. Di bawah 
ini disajikan diagram yang menunjukkan 
perkembangan kebijakan PUG dan PPRG 
di Indonesia. 
Diagram 1.1: Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan PPRG di Indonesia
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Peluncuran SEB1 Strategi Nasional 
(Stranas) pada Maret 2013 tentang Percepat-
an Pelaksanaan PUG melalui PPRG oleh 
empat kementerian penggerak PPRG2  
menjadi strategi yang dinilai tepat karena 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan 
yang berhubungan dengan pelaksanaannya 
di daerah. Sistem perencanaan dan peng-
anggaran menjadi alat dan titik masuk 
untuk mengintegrasikan gender kedalam 
siklus/tahapan perencanaan penganggaran 
di Indonesia. 
Stranas tersebut dikeluarkan bersama 
dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) 
PPRG untuk kementerian/lembaga maupun 
untuk daerah.  Sejak dikeluarkannya 
Stranas PPRG beserta Juklak PPRG tersebut 
banyak kemajuan dicapai dalam hal 
pelaksanaan PPRG di berbagai level baik 
di tingkat kementerian/lembaga maupun 
daerah.  Untuk itu, dirasa perlu bagi 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak (KPP&PA) mengetahui tingkat 
perubahan atas pelaksanaan PPRG di 
tingkat kementerian dan lembaga serta 
provinsi dan kabupaten terpilih. PATTIRO 
melalui dukungan The Asia Foundation 
melaksanakan studi ini. 
1.2  Tujuan dan Manfaat 
1.2.1 Tujuan Studi
Studi ini bertujuan untuk memetakan 
perubahan yang terjadi dalam tiga (3) tahun 
terakhir 2010-2013 mengenai implementasi 
Perencanaan dan Penganggaran Responsif 
Gender (PPRG), sebuahmomentum sejak 
dikeluarkannya RPJMN tahun 2010-2014 
sampai dengan dikeluarkannya Stranas 
Percepatan PUG melalui PPRG.
1.2.2 Manfaat Studi
Studi ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat berupa sumbangan pengetahuan 
praktis bagi pegiat pengarusutamaan 
gender dalam melakukan advokasi maupun 
bagi para pengambil keputusan dan 
penentu kebijakan untuk mengintervensi 
dan menentukan arah kebijakan ke depan 
dalam mendukung implementasi PPRG 
baik di tingkat provinsi, kabupaten dan di 
kementerian/lembaga. 
1.3 Metodologi Studi 
Studi ini menggunakan tiga metode 
dalam penggalian data, yaitu wawancara 
mendalam, diskusi kelompok terfokus atau 
Focus Group Discussion (FGD) di lokasi studi 
dan FGD konfi rmasi bersama partisipan 
studi yang didukung dengan pengumpulan 
dokumen yang relevan. Selain data primer, 
studi menggunakan data-data sekunder 
dari dokumen-dokumen yang relevan 
dan tersedia di kementerian, provinsi, dan 
kabupaten sampel. 
1.3.1 Penentuan Provinsi Sasaran
Daerah studi yang diambil merupakan 
provinsi yang telah mendapatkan pelatihan 
dan pendampingan PPRG baik oleh 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (KPP&PA) ataupun 
diselenggarakan sendiri, dan dinilai 
progresif dalam mengimplementasikan 
PPRG sesuai dengan hasil workshop 
Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 
yang Responsif Gender bagi SDM 
Penggerak Provinsi yang diselenggarakan 
oleh KPP&PA3. Dari kedua kriteria dasar 
tersebut, terpilihlah  Provinsi Kepulauan 
1  SEB, Surat Edaran Bersama 
2 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian 
Keuangan
3   Workshop ini diselenggarakan oleh KPP dan PA di 
Hotel Aryaduta, Jakarta, pada tanggal 2 – 4 Desember 
2013.  Kriteria utama penilaian kemajuannya (progress) 
adalah adanya regulasi daerah terkait PUG-PPRG. 
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Riau, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa 
Tengah,  Kalimantan Timur, dan Sumatera 
Utara sebagai sampel studi. Studi juga 
mempertimbangkan kemampuan fi skal 
dari lokasi studi. Di masing-masing pro-
vinsi tersebut dipilih satu kabupaten yang 
telah mendapatkan pendampingan secara 
intensif oleh provinsi. 
Sedangkan kementerian yang dipilih 
menjadi sampel studi adalah lima kemen-
terian teknis yang menjalankan layanan 
utama/dasar terkait kebutuhan langsung 
masyarakat, dan telah lebih dari tiga (3) 
tahun didampingi oleh KPP&PA. Lima 
kementerian studi adalah Kementerian 
Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah (KUKM) dan Kementerian 
Kesehatan yang dianggap mewakili 
kementerian dengan fungsi pelayanan 
publik. 
1.4 Ruang Lingkup Studi 
Ruang lingkup studi ini meliputi 
empat tahap proses implementasi PPRG, 
sebagaimana dalam gambar berikut ini: 
Tahap pertama, mengidentifi kasi 
pemenuhan 7 prasyarat PUG di wilayah 
sampel studi dokumen dan hasil-hasil 
yang dilakukan. kedua, mengkaji kualitas 
Perencanaan Responsif Gender melalui hasil 
analisis pada dokumen perencanaan. ketiga, 
mengkaji kualitas Anggaran Responsif 
Gender (ARG) melalui ketersediaan 
dokumen Gender Budget Statement (GBS) 
yang dihasilkan  , dan keempat, mengkaji 
realisasi implementasi PPRG dari kegiatan/
program yang dihasilkan. 
1.5 Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 
Studi ini dilakukan pada bulan Januari 
–Juni 2014.  Tahapan pelaksanaan studi ini 
meliputi enam tahap yaitu pengembangan 
instrumen, pengumpulan dan studi doku-
men/pustaka, pengambilan data lapangan, 
analisis, konfi rmasi data dengan sumber 
informasi, dan penyusunan laporan hasil 
studi serta diseminasi. 
   7 Prasyarat 
PUG  
Perencanaan  
Responsif  
 Gender (PRG) 
Anggaran  
Responsif 
Gender
Implemen-
tasi  PPRG 
 
Gambar 1. Tahapan Studi PPRG
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Box 1:  Kronologis Penerapan PUG 
melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Indonesia
Kesetaraan Gender menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, melalui ratifikasi hasil konferensi 
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang CEDAW (Convention of Ellimination of All Forms od 
Diskrimination Againts Women) dengan Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi  Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Upaya memperkuat pelaksanaan 
komitmen tersebut, Bappenas bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan 
Perempuan (KNPP) tahun 1998 untuk menyusun alat analisis gender dalam perencanaan. 
Kerjasama ini menghasilkan piranti analisis dengan nama Gender Analysis Pathway (GAP). 
Inisiasi tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 
9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Hasil 
penerapan GAP sebagai peranti analisis gender dalam perencanaan (lihat GBHN 1999-2004), 
kemudian Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Selanjutnya pada periode 
perencanaan lima tahunan berikutnya, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2004-2009, menetapkan gender sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan untuk 
seluruh program/kegiatan pembangunan.
Pada Tahun 2007,  Bappenas melakukan kajian “Analisis Gender dalam Pembangunan”, hasilnya 
menunjukkan bahwa strategi PUG belum dilaksanakan sepenuhnya dengan baik di sebagian 
besar bidang pembangunan. Upaya mempercepat pelaksanaan PUG, maka perspektif gender 
tidak hanya diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan tetapi juga penganggaran. Inisiatif 
ini dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas 
Nomor Kep.30/M.PPN/HK/03/2009 tentang Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan 
dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Tim ini dibentuk untuk mengoordinasikan 
pelaksanaan PPRG lintas sektor dan lintas kementerian/lembaga.
Di tingkat pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan Keputusan 
No. 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, yang kemudian 
diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.15 Tahun 2008, dan 
kemudian diubah kembali menjadi Permendagri Nomor 67 tahun 2011. Berbagai kebijakan 
ini dikeluarkan untuk memperkuat implementasi PUG di daerah, dengan memberikan mandat 
bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk kelembagaan PUG di daerah. 
Kelembagaan PUG ini terdiri dari: 1) Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang diketuai oleh Bappeda 
dan Sekretarisnya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan; 2). Focal Point yaitu kelembagaan 
PUG di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari pejabat atau staf yang 
membidangi tugas perencanaan dan/atau program dan 3) Tim Teknis bertugas untuk melakukan 
analisis terhadap anggaran daerah. Selain itu, sebagai upaya untuk menjadikan implementasi 
PUG-PPRG lebih sistematis, daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah terkait PUG.
 
Untuk menemukenali kesenjangan gender yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan, 
alat analisis gender yang digunakan adalah analisis GAP atau alat analisis lainnya, seperti 
Harvard, Proba dll. Hasil analisis tersebut dimasukkan kedalam format Gender Budget Statement 
(GBS) yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.119 Tahun 2009 tentang 
Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Surat Edaran Bersama empat kementerian 
driver (penggerak) (Bappenas, KPP&PA, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri) 
tentang Stranas Percepatan PUG melalui PPRG. 
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2.1  Komitmen dan Kebijakan 
Komitmen daerah dan kementerian/
lembaga ditunjukkan oleh ketersediaan 
kebijakan yang tepat dan pelaksanaannya. 
Komitmen merupakan sikap kesediaan 
serta kesungguhan, untuk mendukung 
seluruh ketentuan yang ditetapkan 
sebagai konsekuensi yang muncul jika 
menginginkan cita-cita yang diharapkan 
bersama tersebut akan tercapai. 
Dalam pelaksanaan PPRG, komitmen 
ini ditunjukkan dengan adanya kebijakan 
yang mengintegrasikan perspektif 
gender dalam proses pembangunan 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
penganggaran, dan pengawasan yang 
didalamnya tercakup pemantauan dan 
evaluasi. Di daerah, komitmen ditunjukkan 
dengan integrasi gender dalam dokumen 
perencanaan pembangunan, kelembagaan 
dan operasionalisasi PUG, serta dukungan 
lainnya seperti kebijakan tentang data 
terpilah dan pedoman teknis.  Demikian juga 
di tingkat kementerian/lembaga, komitmen 
ini ditunjukkan dengan integrasi perspektif 
gender dalam kebijakan perencanaan 
utamanya renstra K/L, kebijakan terkait 
kelembagaan dan operasionalisasi PUG, 
dan pedoman lain seperti data terpilah dan 
pedoman teknis terkait dengan perspektif 
gender sektoral.
Bab 2 
Analisis Hasil Temuan 
Studi Implementasi PPRG
Integrasi Gender dalam Dokumen 
Perencanaan Strategis Pembangunan di 
Tingkat Provinsi.  Enam provinsi daerah 
studi telah berhasil mengintegrasikan gender 
kedalam dokumen Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di 
Provinsi Jawa Tengah, isu gender bahkan 
sudah diintegrasikan mulai dari Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) 2005-2025. Ini membuat Jawa 
Tengah menjadi salah satu daerah yang 
terdepan dalam integrasi gender dalam 
perencanaan pembangunan di Indonesia. 
Dengan tercantumnya perspektif gender 
dalam RPJPD, maka secara logis akan selalu 
terintegrasi dalam RPJMD walaupun terjadi 
pergantian kepemimpinan selama kurun 
waktu berlakunnya RPJPD tersebut.  Tabel 
2.1 berikut ini menunjukkan integrasikan 
gender dalam dokumen perencanaan 
strategis pembangunan di provinsi wilayah 
studi. 
Di Provinsi Kepulauan Riau dan Kali-
mantan Timur secara eksplisit PUG telah 
menjadi bagian dari misi pembangunan, 
demikian pula Provinsi Jawa Timur 
memasukkan dalam empat (4) strategi 
pembangunannya. Sementara Sumatera 
Utara, masuk dalam misi meskipun masih 
secara implisit dalam penjelasan arah 
kebijakan menempatkan kesetaraan.  
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Kebijakan Pengarusutamaan Gender 
di Tingkat Provinsi. Respon daerah studi 
terhadap PUG dan PPRG cukup bervariasi. 
Penyusunan kebijakan telah dilakukan 
melalui penyusunan Pedoman Pelaksanaan 
PUG, Pembentukan Kelompok Kerja 
PUG (Pokja PUG), Tim Teknis Anggaran 
Responsif Gender (ARG) dan Rencana Aksi 
Daerah PUG. 
Seluruh provinsi daerah studi telah 
berkomitmen untuk melembagakan PUG, 
Hal ini ditandai dengan diterbitkannya 
kebijakan pembentukan Kelompok Kerja 
(Pokja) PUG. Kelembagaan Pokja PUG di 
sebagian provinsi yaitu di Kepulauan Riau, 
Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah sudah 
didukung dengan keberadaan Tim Teknis. 
Lima provinsi kecuali Sumatera Utara 
telah menyusun Pedoman Pelaksanaan 
PUG. Empat provinsi diantaranya, yaitu 
Kepulauan Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Sulawesi Selatan diikuti dengan 
kebijakan mengenai penyusunan ARG. 
Sedangkan dukungan kebijakan berupa 
Rencana Aksi Daerah terkait PUG dimiliki 
oleh tiga provinsi, yaitu Jawa Timur, 
Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah. 
Tabel 2.1:  Provinsi yang Telah Mengintegrasikan Gender dalam RPJMD
 
Di bawah ini tabel kebijakan yang mem-
perkuat PPRG. 
Tabel 2.2: Produk Kebijakan Provinsi 
untuk Memperkuat PPRG
Kebijakan mengenai data terpilah sudah 
dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, 
Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. 
Sedangkan terkait dengan pendidikan 
dan pelatihan baru Provinsi Jawa Timur 
yang telah merumuskannya dalam bentuk 
kebijakan. Demikian juga terkait MoU 
dengan DPRD, baru satu provinsi yang 
telah membangun komitmen dalam bentuk 
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kebijakan, yaitu Provinsi Kepulauan Riau. 
Keterbatasan Provinsi Sumatera Utara 
dalam membangun komitmen dalam bentuk 
kebijakan lebih banyak disebabkan oleh 
posisi kelembagaan institusi penanggung 
jawab PUG dan Pemberdayaan Perempuan 
yang masih berbentuk Biro. , sehingga 
berpengaruh pada cakupan dan rentang 
kendali kebijakan. 
Kebijakan integrasi gender dalam 
dokumen RPJMD kabupaten. Empat 
(4) dari enam (6) daerah studi telah 
mengintegrasikan gender dalam dokumen 
RPJMD, yaitu Kutai Kartanegara, Bintan, 
Grobogan dan Serdang Berdagai. Keempat 
pemda kabupaten tersebut secara eksplisit 
telah  memasukkan  gender  kedalam  misi 
pembangunannya, sementara Kabupaten 
Serdang Berdagai (Sergai) belum secara 
eksplisit memasukkan dalam visi, misi, 
dan tujuan tetapi telah jelas masuk dalam 
program kegiatannya. Sedangkan dua 
kabupaten lainnya yaitu Sidoarjo dan 
Sidenreng Rappang (Sidrap) secara eksplisit 
belum mengintegrasikan gender dalam 
dokumen RPJMDnya. Di bawah ini adalah 
bentuk integrasi gender ke dalam dokumen 
RPJMD tersebut.
Tabel 2.3: Kabupaten yang Telah Mengitegrasikan Gender dalam RPJMD
Kabupaten daerah studi merespon 
pembentukan kelompok kerja PUG. Semua 
kabupaten daerah studi sudah menge-
luarkan kebijakan yang berkaitan dengan 
pembentukan Pokja PUG, dalam bentuk 
Peraturan Kepala Daerah (Perkada). 
Tabel 2.4: Kebijakan Kabupaten Terkait PPRG
Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 
dan Grobogan merupakan dua kabupaten 
studi yang cukup lengkap dalam hal 
ketersediaan kebijakan dalam memperkuat 
implementasi PPRG yaitu kebijakan terkait 
data pilah dan pedoman pelaksanaan ARG. 
Di kabupaten lainnya komitmen/kebijakan 
PPRG baru dimulai dari pembentukan 
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Pokja PUG (Sergai, Sidrap, Sidoarjo, Bintan), 
dan tiga di antaranya (kecuali Sergai) 
telah menerapkan kebijakan pedoman 
pelaksanaan PUG. 
Hal tersebut dikarenakan peran kelem-
bagaan Pokja belum terbangun secara 
optimal, dan faktor lain seperti rendahnya 
pemahaman konsep gender anggota pokja 
PUG sebagai aktor penggerak PPRG, 
sehingga perlu waktu untuk melakukan 
internalisasi. Di sisi lain, keterbatasan jumlah 
sumber daya aparatur yang memahami 
PUG PPRG, dikarenakan masih minim/
kurang pemahaman penentu kebijakan dan 
aparat perencana terkait PPRG. 
Kebijakan PPRG yang berhasil  meng-
integrasikan PUG ke dalam sistem peren-
canaan dan penganggaran, baru terjadi di 
kabupaten Kutai Kartanegara dan Grobogan. 
Kutai Kartanegara secara kebijakan su-
dah lengkap sampai peran tim teknis 
ditingkat pengawasan implementasi PPRG. 
Sementara Kabupaten Grobogan menjadi 
terdepan dalam tahap pelaksanaanya. 
Efektivitas kebijakan yang dikeluar-
kan oleh daerah.  Secara umum  kebijakan 
yang dikeluarkan oleh beberapa 
provinsi dan kabupaten perlu didorong 
pelaksanaannya. Jenis kebijakan terkait 
PUG dan PPRG tidak menjadi jaminan 
bahwa PPRG akan dapat terimplementasi 
secara optimal. Operasionalisasi kebijakan 
menuntut perhatian lebih besar dari kepala 
daerah dan SKPD untuk menjamin bahwa 
kebijakan tersebut dilakukan. Pada posisi 
ini, pengawasan menjadi tahapan yang 
sangat penting. Pada tahap penganggaran, 
inisiatif  beberapa driver (penggerak) dan 
pimpinan daerah untuk mengeluarkan 
kebijakan semacam Surat Edaran untuk 
mengingatkan SKPD agar menyusun 
GAP/GBS setelah Renja atau RKA-SKPD 
terbukti efektif. Seperti SE yang dilakukan 
oleh Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten 
Grobogan, yang terbukti  efektif sebagai 
kebijakan operasional, sehingga SKPD 
menyusun GAP dan GBS. Sedangkan 
secara kualitas, pengawasan terlihat lebih 
berperan dalam meningkatkan kualitas 
pelaksanaan PPRG. 
Salah satu tantangan dalam imple-
mentasi kebijakan PUG dan PPRG ada-
lah komitmen dari instansi driver dan 
pimpinan/pengambil kebijakan. Di Kali-
mantan Timur, jika dilihat dari aspek 
kebijakan sudah sangat lengkap untuk 
menerapkan PPRG. Namun ternyata 
masih terkendala dengan keseriusan 
segenap personil perangkat daerah dalam 
menjalankannya. Misalnya belum terstruk-
turnya agenda pertemuan diantara driver, 
sehingga berefek belum jelas/tegas dalam 
pembagian tugas dan fungsi yang melekat 
pada driver dalam memperkuat PPRG. Hal 
yang sama juga terjadi di beberapa daerah 
studi lainnya, seperti Sumatera Utara, 
Bintan, Sidoarjo, Kukar, dan Sidrap. Disisi 
lain, tidak efektifnya kebijakan karena 
tidak diimbangi oleh pola pengawasan 
dan pemantauan terhadap kebijakan yang 
sudah dikeluarkan, baik oleh pusat maupun 
oleh daerah. 
Jenis kebijakan terkait PUG dan PPRG 
tidak menjadi jaminan bahwa PPRG 
akan dapat terimplementasi secara 
optimal.  Operasionalisasi kebijakan 
menuntut perhatian lebih besar untuk 
menjamin bahwa kebijakan tersebut 
dilakukan. Pada posisi ini, pengawasan 
menjadi tahapan yang sangat penting. 
Tidak efektifnya kebijakan karena tidak 
diimbangi oleh pola pengawasan/ 
pemantauan terhadap kebijakan yang 
sudah dikeluarkan, baik oleh pusat 
maupun oleh daerah
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Terbitnya kebijakan daerah terkait 
PUG-PPRG cenderung ”hanya” merespon 
kebijakan pusat (Peraturan Menteri 
Dalam Negeri) yang mengamanatkan 
pembentukan Kelompok Kerja PUG tanpa 
benar-benar diberlakukan dengan sadar 
bahwa kebijakan tersebut memang penting 
bagi daerah dalam menjawab berbagai 
persoalan kesenjangan gender yang ada.
Komitmen dan kebijakan kementerian 
terhadap PUG.  Semua Kementerian studi 
sudah merespon mandat pelaksanaan 
PUG-PPRG dengan berbagai kebijakan 
operasional yang dikeluarkannya terkait 
pembentukan dan kebijakan yang 
menguatkan pelaksanaan PUG.  Salah satu 
kebijakan yang dikeluarkan berbentuk 
Peraturan Menteri terkait Pedoman 
Pelaksanaan PUG dan Surat Keputusan 
Tim PUG di kementerian masing-masing. 
Profi l Kesehatan. Data pilah di Kementerian 
Pertanian difasilitasi oleh Pusdatin (Pusat 
Data dan Informasi) Kementerian Pertanian. 
Kementerian Pendidikan dan Kementerian 
Pekerjaan Umum (PU) merupakan dua 
kementerian yang memiliki kebijakan PPRG 
yang paling lengkap di tingkat kementerian, 
dibandingkan kementerian sampel studi 
lainnya. 
Peta kebijakan terkait siklus PPRG 
di kementerian, Kementerian Kesehatan 
sudah mengeluarkan kebijakan yang 
mengintegrasikan PUG melalui perencanaan 
dan penganggaran dan diperkuat dengan 
adanya komitmen Kementerian Kesehatan 
untuk menyediakan alokasi anggaran 
responsif gender  5-10% dari total anggaran. 
Komitmen kuat juga ditunjukkan  oleh 
Kementrian Pekerjaan Umum, Pertanian dan 
Pendidikan dalam mengimplementasikan 
PPRG dengan melakukan analisis gender. 
Tahun 2010 Kementerian Kesehatan, 
Pertanian, Pendidikan serta Koperasi dan 
UKM telah menyusun panduan PPRG 
sektoral. Hal ini untuk membantu penetapan 
isu-isu gender sektoral dalam penyusunan 
Gender Analisis Pathway (GAP) dan GBS. 
2.2 Kelembagaan 
Pembentukan kelembagaan pengarus-
utamaan gender. Optimalisasi peran dan 
tugas Pokja PUG dan Focal Point di beberapa 
daerah masih perlu ditingkatkan, karena 
secara peran dan tugas kelembagaan belum 
berjalan dengan baik, seperti di Sumatera 
Utara, Kalimantan Timur, Sidoarjo, Bintan, 
Kutai dan Serdang Berdagai. Di beberapa 
daerah, kelembagaan Pokja sudah memiliki 
Tim Teknis dengan berbagai istilah yang 
berperan memperkuat kerja-kerja PUG-
PPRG dan mendukung kerja-kerja focal 
point. 
Tim Teknis berperan besar dalam mem-
bantu kerja-kerja Pokja PUG, di antaranya 
Tabel 2.5: Kebijakan PPRG di Kementerian
Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa 
dari semua kementerian sampel studi 
sudah membentuk Pokja PUG dan sudah 
memiliki pedoman PUG Sektoral. Hanya 
kementerian Koperasi & UKM yang belum 
memiliki Rencana Aksi Sektoral dan Data 
Pilah di Kementerian Kesehatan telah 
terintegrasi dengan profi l gender yang 
diterbitkan setiap tahun dalam dokumen 
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memastikan capaian integrasi gender 
dalam perencanaan dan penganggaran. 
Keberadaan Tim teknis di beberapa daerah 
dan kementerian sangat beragam bentuk 
dan personil/unsur di dalamnya. Sebagian 
daerah dalam pembentukan tim teknis 
melibatkan masyarakat. Di Jawa Tengah, 
Kepulauan Riau, dan Grobogan, Tim 
Teknis bertugas untuk mengoordinasikan 
dan mempercepat pelaksanaan PPRG. 
Sedangkan di Kalimantan Timur, Tim 
Teknis bertugas untuk membantu focal 
point dalam pelaksanaan PUG secara 
teknis. 
Nasional.  Kementerian Pertanian telah 
membentuk Tim Koordinasi PUG sejak 
tahun 2003. Kementerian Kesehatan 
membentuk Tim Pokja PUG Bidang 
Kesehatan (PUG-BK). Demikian juga 
Kementerian PU, Kementerian Pendidikan 
dan  kementerian Koperasi dan UKM telah 
membentuk Tim PUG.
Tantangan yang dihadapi oleh 
kelompok kerja PUG. Pembentukan 
kelembagaan dilakukan masih dalam 
rangka pemenuhan mandat kebijakan pusat 
dan belum dipandang sebagai kebutuhan 
untuk melaksanakan PUG melalui PPRG 
di daerah dan di kementerian. Di beberapa 
daerah dan kementerian, keberadaan Pokja 
PUG belum dibarengi dengan pembagian 
tugas yang harus dilakukan. Di sisi lain, 
dukungan Kepala Daerah dan pimpinan 
SKPD serta pimpinan Kementerian studi 
dalam mengoptimalkan kerja-kerja Pokja 
PUG belum maksimal. 
Faktor pendukung optimalisasi peran 
dan tugas Pokja PUG.  Kelembagaan Pokja 
akan semakin kuat jika tantangan-tantangan 
di minimalisir dan peran fungsi Pokja 
cukup kuat dalam menjalankan peran dan 
tugasnya. Misalnya di Jawa Tengah, Jawa 
Timur, Grobogan, dan Sidrap, anggota 
Pokja dari BP3AKB dan Bappeda cukup 
kuat dalam melakukan advokasi PPRG ke 
setiap instansi. Bahkan di Sulawesi Selatan 
BPPKB sudah berani memberikan terobosan 
mengeluarkan Pedoman Perencanaan dan 
Penganggaran Responsif Gender untuk 
SKPD Provinsi. 
Optimalisasi peran dan tugas Pokja 
PUG di kementerian tidak terlepas dari 
komitmen pimpinan dalam memberikan 
arahan dan pelaksana di kelembagaan 
PUG yang dibentuk. Salah satunya 
ditandai dengan berbagai kebijakan 
yang dikeluarkan oleh kementerian guna 
memperkuat implementasi PPRG baik di 
internal maupun di daerah.
Di Jawa Tengah komitmen pimpinan 
daerah dalam bentuk memberi teguran 
kepada SKPD jika dalam rapat Pokja 
ada anggota yang tidak hadir, dengan 
cara ditelepon langsung, sehingga 
sampai saat ini seluruh anggota Pokja 
terbiasa untuk disiplin. Pertemuan Pokja 
PUG menjadi prioritas. Di sisi lain, 
kemajuan implementasi PPRG di Jawa 
Tengah dikarenakan adanya komitmen 
kuat dari kepala Bappeda dan Badan 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) 
sebagai ketua dan sekretaris dalam 
menggerakkan roda organisasi,  dan 
membangun soliditas  team work (ang-
gota Pokja dan Tim teknis) dalam 
menyiapkan bahan-bahan kebijakan, 
kajian implementasi, monev, pelaporan 
dan menyiapkan sistem yang matang 
serta keterbukaan masing-masing team 
work untuk mau terbuka dan saling 
mengevaluasi. selain itu dukungan focal 
point SKPD yang kuat untuk melakukan 
PPRG.
Pembentukan kelembagaan di semua 
kementerian dilaksanakan setelah terbit-nya 
Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-
utamaan Gender dalam Pembangunan 
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Penghargaan terhadap hasil kinerja 
Pokja PUG. Bagi beberapa daerah dan 
kementerian, salah satu motivasi Pokja 
dalam menjalankan kerja-kerjanya adalah 
adanya Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 
yang diberikan oleh Pemerintah Pusat 
untuk Pemerintah Daerah dan Kementerian 
dari penilaian atas pelaksanaan PUG. 
APE berhasil mendorong dan memotivasi 
banyak daerah berlomba meningkatkan 
pelaksanaan program/kegiatan yang 
berkaitan dengan PUG, sehingga sebagian 
daerah sangat bagus dalam pemenuhan 
prasyarat PUG tapi belum cukup baik 
mengimplementasikan PPRG. 
2.3 Sumber Daya 
Ketersediaan sumber daya menjadi 
salah satu kunci pelaksanaan PUG.  Sumber 
Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya 
Anggaran (SDA) baik di daerah maupun 
di kementerian menjadi salah satu faktor 
penentu keberhasilan dalam melaksanakan 
implementasi PPRG. Upaya daerah dalam 
meningkatkan kapasitas SDM terkait PPRG 
sudah dilakukan sejak 2010, dalam bentuk 
pelatihan dan pendampingan. Hanya 
saja Sebagian pelaksanaan peningkatan 
kapasitas SDM baik yang diselenggarakan 
oleh KPP&PA ataupun daerah, dilakukan 
dalam waktu 1 sampai 2 hari, sehingga 
materi yang disampaikan belum maksimal 
terutama simulasi analisis gender GAP 
dan GBS. Pelatihan PPRG melalui dana 
dekonsentrasi oleh KPP&PA didesain 
minimal tiga (3) hari, tetapi karena tidak 
didampingi pelaksanaannya, berpeluang 
untuk diselenggarakan kurang dari waktu 
yang seharusnya. 
Inovasi yang dilakukan daerah dalam 
rangka memperkuat SDM Pokja dan focal 
point adalah dengan melakukan in house 
training  kepada SKPD dan kabupaten/
kota seperti yang di lakukan oleh Pokja di 
Kepulauan Riau, Jawa tengah dan Jawa 
Timur. Jenis pelatihan ini lebih menyasar 
pada kesulitan SKPD atau daerah peserta.
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Di kementerian, pelatihan sudah dilaku-
kan secara simultan dan terus berkembang 
baik dari sisi materi maupun pesertanya. 
Kementerian PU melalui Badan Diklat telah 
mengembangkan modul PPRG dalam dua 
versi, yaitu versi 31 jam pelajaran (JP) dan 
3 JP. Materi 3 JP disisipkan dalam setiap 
pelatihan yang diselenggarakan oleh PU. 
Sampai saat ini 80% SDM perencana di 
unit organisasi Kementerian PU sudah 
memiliki pengetahuan dan kemampuan 
yang memadai tentang PPRG. Hal 
yang sama di tiga kementerian lainnya 
sudah melakukan penguatan kapasitas 
terhadap SDM perencana. Bahkan di 
Kementerian Kesehatan sejak tahun 2008 
sudah menugaskan Balai Besar Kesehatan 
sebagai Sentra Pelatihan Gender Bidang 
Kesehatan (SPG-BK). Setiap tahunnya 
Kemenkes melaksanakan pelatihan bagi 
staf penggeraknya dan sudah memiliki 
kurikulum serta modul yang menjadi 
pedoman dalam kegiatan pembelajaran. 
Pelatihan PPRG di Kementerian sudah 
dilakukan dengan mengenalkan berbagai 
metode analisis, pada kementerian 
pertanian dengan metode MDS (Multi 
Dementional System) dan Participatory 
Rural Appraissal (PRA) Responsif Gender, 
Di PU dengan Gender Impact Assessment dan 
Gender Checklist.
Pokja PUG sebagai wadah koordinasi 
dan konsultasi, di beberapa daerah sudah 
berjalan dengan baik, Di Jawa Tengah, 
Pokja PUG sudah mempunyai jadwal 
koordinasi 3 kali dalam setahun yaitu 
rapat koordinasi (Rakor) Perencanaan, 
Rakor Pelaksanaan, dan Rakor Evaluasi. 
Di daerah lain seperti Jawa Timur, 
Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan, 
Koordinasi Pokja PUG dilakukan rutin 
untuk membicarakan perkembangan PUG, 
termasuk mengkoordinasikan isu, program 
dan kegiatan yang akan dianalisis.
Ketersediaan sumber daya anggaran 
untuk peningkatan kapasitas baik di 
daerah maupun di kementerian.  Upaya 
memperkuat SDM penggerak sebagai 
pelaksanaan peningkatan kapasitas menjadi 
sangat penting dilakukan. Hal ini bisa terjadi 
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jika daerah merespon kebijakan anggaran 
terkait peningkatan kapasitas penggerak. 
Disisi lain, legislatif juga memiliki posisi 
penting dalam mengeksekusi anggaran. 
Optimalnya mekanisme sharing 
kapasitas PUG paska pelatihan menjadi 
penentu sumber daya akan tersebar secara 
kolektif dan tidak “berhenti” di tingkat 
individu. Kolektivitas pengetahuan dan 
kapasitas akan berjalan meskipun tanpa 
pelatihan formal, yakni melalui forum-
forum diskusi dan koordinasi Pokja PUG 
yang telah ada ataupun melalui pro-aktif 
SDM penggerak kepada Pokja untuk 
mendampingi implementasi PPRG tersebut. 
Hal ini dijumpai di Kepri, Bintan, dan 
Jawa  Tengah. Di Kemenkes dalam rangka 
melihat perkembangan peserta pelatihan, 
dilakukan evaluasi dan monitoring paska 
pelatihan bagi peserta TOT PUG Bidang 
Kesehatan. 
2.4 Instrumen dan Alat Analisis 
Analisis gender merupakan hal mendasar 
dalam PPRG, karena baik perencanaan 
maupun penganggaran yang responsif 
gender bermuara pada pengurangan 
kesenjangan gender yang dihasilkan dari 
proses analisis. Untuk melakukan analisis 
gender, dibutuhkan instrumen atau piranti 
yang familiar sehingga bisa dilakukan oleh 
pemerintah di berbagai level. Instrumen 
analisis menjadi penting untuk memandu 
dalam proses analisis. 
Kebijakan/Peraturan Kementerian 
Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang 
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga, yang kemudian 
diperbaharui setiap tahun, menyebutkan 
pada proses analisis gender, diperlukan 
piranti/alat untuk menganalisis gender, 
seperti model: Harvard, Moser, SWOT, 
PROBA, GAP, dan lain sebagainya. Dalam 
konteks daerah, Permendagri Nomor 67 
Tahun 2011 yang merupakan revisi atas 
Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 pada 
pasal 4 ayat (2) telah ditambahkan bahwa 
analisis gender dapat menggunakan GAP 
atau alat analisis lainnya. Dalam melakukan 
tahapan analisis gender, pendampingan 
yang dilakukan oleh KPP&PA menggunakan 
alat analisis GAP4.
Dari 6 provinsi lokasi studi, baru 
Provinsi Jawa Tengah yang secara intensif 
telah melakukan analisis gender sejak 
2011, walaupun belum menyeluruh di 
semua SKPD. Sedangkan provinsi lainnya 
bervariasi, dari sosialisasi sampai exercise, 
yaitu menyusun GAP sebagai bagian dari 
pelatihan dan belum pada siklus yang 
benar untuk mempengaruhi input, proses, 
output, maupun sasaran pembangunan. 
Ketiadaan petunjuk teknis menye-
babkan perkembangan PPRG sesaat terasa 
stagnan, karena di satu sisi pemerintah 
daerah terdorong oleh peraturan untuk 
melakukan analisis gender dengan 
GAP, tetapi untuk melakukannya masih 
terkendala oleh ketidaktahuan bagaimana 
cara melakukan analisis. Sementara 
jangkauan KPP&PA untuk melakukan 
penguatan kapasitas terkendala oleh dana 
dan SDM. 
Dikeluarkannya Stranas Percepatan 
PUG melalui PPRG telah memecah 
kebekuan tersebut, karena di dalamnya 
termuat lampiran Petunjuk Pelaksanaan 
(Juklak) PPRG baik itu untuk pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, 
Stranas Percepatan PUG melalui PPRG 
juga telah menggerakkan driver PPRG 
baik di pusat maupun di daerah, terutama 
untuk menggerakkan kementerian/
lembaga maupun SKPD untuk menerapkan 
mempercepat implementasi PUG melalui 
PPRG. 
4 PMK Nomor 93/PMK.02/2011 Tentang Petunjuk Penyusu-
nan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kemen-
terian Negara/Lembaga, hal. 72
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Delivery system kebijakan masih 
lambat. Sayangnya, Juklak PPRG ini 
belum tersosialisasi secara optimal kepada 
SKPD provinsi dan kabupaten dan masih 
dirasakan lambat untuk sampai kepada 
daerah terutama kabupaten. Hal ini 
dikonfi rmasi ketika penelitian lapangan 
studi ini dan bisa dilihat dari perkembangan 
kapasitas analisis GAP di kabupaten lokasi 
studi yang masih berpatokan pada PMK. 
Sosialisasi dan diseminasi informasi yang 
dilaksanakan oleh KPP&PA dalam hal 
ini masih perlu ditingkatkan. Kerja sama 
dengan mitra pembangunan yang bergerak 
dalam percepatan implementasi PPRG 
sangatlah penting. 
Kementerian dan pemerintah daerah 
melakukan penguatan kapasitas untuk 
meningkatkan pemahaman penggerak 
dalam melakukan analisis gender dengan 
kualitas yang lebih baik. Namun demikian, 
walaupun GAP telah semakin banyak 
dilakukan, masih ditemukan beberapa 
kendala dalam penyusunannya, diantaranya 
adalah menemukenali isu gender. Kesulitan 
mengidentifi kasi isu gender dipengaruhi 
oleh pengetahuan konsep gender yang 
belum clear oleh driver (penggerak) dan 
SKPD. Sementara masih banyak terjadi 
dalam melakukan pengidentifi kasi gender 
sebagai perempuan, sehingga isu gender 
selalu diidentikkan dengan perempuan. 
Sebab lainnya adalah “jebakan proporsi”, 
dimana isu gender hanya dikaitkan 
dengan jumlah yang tidak seimbang antara 
perempuan dan laki-laki. Pemahaman ini 
mengarahkan analisis gender dilakukan 
pada kegiatan yang secara jelas dilihat 
proporsinya, seperti jumlah perempuan dan 
laki-laki yang mengikuti pertemuan atau 
pelatihan, atau jumlah perempuan dan laki-
laki yang menduduki profesi tertentu. Hal 
ini merupakan salah satu penyebab analisis 
gender tidak dilakukan pada hal-hal yang 
tidak strategis. 
Kesulitan menemukenali isu gender 
terutama dirasakan oleh sektor-sektor 
yang terkait dengan infrastruktur dan yang 
mempunyai indikator outcome berupa 
fi sik. Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi 
Selatan, Jawa Tengah, dan Kabupaten 
Bintan menyampaikan bahwa indikator 
pembangunan pertanian diukur dari 
peningkatan produksi pertanian, sehingga 
dirasakan sulit untuk mengintervensi hasil 
pertanian dari aspek gender. Demikian 
juga yang dirasakan oleh hampir semua 
Dinas PU di daerah studi, identifi kasi isu 
gender sulit dilakukan terutama pada sub-
sektor  pembangunan jalan, pembangunan 
kawasan, serta sumber daya air baku. 
Jika ditarik keatas, pengambil/penentu 
kebijakan nasional pada dua sektor 
tersebut. adalah Kementerian Pertanian 
dan Kementerian PU5.  Kedua kementerian 
tersebut merupakan institusi yang progresif 
dalam implementasi PUG melalui PPRG. 
Tantangannya adalah, bagaimana informasi 
ini dapat sampai ke daerah, mengingat 
struktur pemerintahan sangat membatasi 
Kementerian PU untuk berkomunikasi 
langsung dengan pemerintah kabupaten. 
Kesulitan lainnya belum optimalnya 
ketersediaan data terpilah. Meskipun sudah 
ada forum data terpilah. Di semua lokasi 
studi ditemukan kesulitan menyediakan 
data terpilah, akibatnya  berpengaruh 
terhadap kualitas analisis terutama terkait 
memasukkan data-data relevan dan faktual 
ke dalam matriks GAP. Kendala ini, salah 
satunya, disebabkan oleh pemahaman 
keliru bahwa data pembuka wawasan harus 
berupa data terpilah, karena kesenjangan 
gender dipandang identik dengan kuantitas 
antara perempuan dan laki-laki. 
5 Indikator Responsivitas Gender dalam Penyelenggaraan In-
frastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman, diterbitkan 
oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian 
Pekerjaan Umum.
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Sebab lainnya adalah, analisis 
gender belum banyak didasarkan pada 
data kualitatif. Beberapa daerah sudah 
mengembangkan kajian terkait dengan isu 
gender, diantaranya adalah Bappeda dan 
BPP Kepulauan Riau (Kajian Gender dan 
Kemiskinan) dan Dinas Sumber Daya Air 
Jawa Tengah (Kajian Isu Gender dalam 
Pengembangan Sumber Daya Air). 
Pengembangan instrumen alat analisis 
gender lainnya. Saat ini, walaupun masih 
menggunakan GAP sebagai instrumen 
utama analisis gender, beberapa K/L dan 
pemerintah daerah sudah mengembangkan 
analisis gender GAP dengan alat analisis 
lainnya. Di Kementerian PU, analisis untuk 
program dan kegiatan yang responsif gender 
dilakukan dengan GAP, namun dalam 
assessment awal dan tahap pelaksanaannya 
dilakukan dengan gender checklist. 
Kementerian Pertanian juga demikian, telah 
mengembangkan analisis gender dengan 
Metode Participatory Rural Appraissal 
(PRA). Metode ini dinilai efektif sampai 
untuk melakukan berbagai perencanaan 
partisipatif bersama masyarakat.
Di daerah, Provinsi Jawa Tengah telah 
mengembangkan analisis gender dengan 
Proba (Problem Based), yaitu alat analisis 
gender yang berbasis pada problem atau 
masalah. Alat dipakai untuk melakukan 
analisis tidak lagi hanya pada level kegiatan, 
tetapi lebih bergerak mendekati sumbernya, 
yaitu mengintervensi renstra dan RPJMD.. 
Intrumen penganggaran menggunakan 
GBS. Seluruh lokasi studi menggunakan 
Gender Budget Statement (GBS), baik untuk 
kementerian maupun Provinsi. Untuk 
Kabupaten, kecuali Grobogan belum efektif 
menyusun GBS yang berpengaruh terhadap 
anggaran. Kabupaten Serdang Bedagai dan 
Sidrap belum menyusun GBS karena belum 
cukup memiliki kapasitas yang memadai 
untuk menyusun GBS. 
Pelaksanaan penganggaran yang 
responsif gender melalui GBS lebih cepat 
dilakukan di tingkat K/L. Sejak tahun 2009 
Kementerian Keuangan telah mengaturnya 
dalam PMK tentang Petunjuk Penyusunan 
dan Penelaahan Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 
yang diterbitkan setiap tahun, memuat cara-
cara penyusunan GBS. Sedangkan untuk 
daerah, aturan tentang penganggaran yang 
responsif gender belum menjadi bagian yang 
integral dengan sistem keuangan daerah 
sebagaimana diatur dengan Permendagri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
Kesulitan penyusunan GBS terletak 
pada lemahnya penyusunan indikator 
dan target kinerja. Selain tidak memenuhi 
kaidah SMART1, indikator yang disusun 
sering tidak konsisten dengan isu gender dan 
kegiatannya. Kelemahan ini menyebabkan 
kesulitan untuk melihat, apakah kegiatan 
dan anggaran akan berkonstribusi pada 
pengurangan kesenjangan gender. Kendala 
ini juga disebabkan oleh penyusunan 
indikator kinerja reguler yang belum tepat. 
Ketidak-tepatan penyusunan indikator pada 
GBS ini mencerminkan kondisi penyusunan 
indikator kinerja di daerah pada umumnya, 
yang masih perlu ditentukan kualitas 
penganggarannya. 
2.5 Data Pilah 
Data merupakan acuan dasar bagi 
perencanaan pembangunan agar efektif 
dan tepat sasaran. Data pilah merupakan 
salah satu prasyarat pengarusutamaan 
gender, agar seluruh siklus kebijakan 
dapat berjalan secara responsif gender. Di 
beberapa daerah, data pilah belum disadari 
sebagai bagian penting penentu efektivitas 
6 Specifi c, Measurable, Achieveble, Realistic, Timebound
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kebijakan. Berikut tabel ketersediaan data 
pilah di daerah.
mutu pendidikan dan perkembangannya. 
Sumber data terpilah kementerian 
pendidikan berasal dari laporan periodik 
sekolah yang dilakukan melalui e-sistem. 
Hal ini yang menjadikan dinas pendidikan di 
daerah lebih siap data pendidikan terpilah. 
Selain itu, Kemendiknas mempunyai buku 
pola hubungan antara angka kemiskinan 
dengan angka tuna aksara usia dewasa 
yang sangat membantu dalam melakukan 
analisis gender. 
Kementerian PU sudah menyusun 
data pilah sejak tahun 2010 dan memiliki 
panduan Tata Cara Penyusunan Data 
Terpilah Bidang PU yang responsif gender 
parameter ini untuk memastikan setiap unit 
kerja di lingkungan Kementerian PU agar 
dapat menyiapkan sendiri data terpilah. 
Buku ini juga dapat membantu dalam 
melakukan analisis kegiatan-kegiatan yang 
responsif gender. Hal yang sama juga telah 
dilakukan di Kemenkes dalam penyusunan 
dan pengembangan data terpilah dengan 
memiliki sistem data terpilah terpadu 
secara online sampai tingkat provinsi, 
kabupaten dan kota. Sedangkan di KUKM 
belum melakukan koordinasi penyusunan 
data terpilah.
Inovasi beberapa daerah dalam me-
nyediakan data pilah. Beberapa SKPD 
melakukan inovasi dalam bentuk pendataan 
ke lapangan, serta tidak terjebak pada 
“mitos” bahwa data pembuka wawasan 
analisis gender harus menggunakan data 
terpilah. Personil yang mengembangkan 
inovasi ini kemudian menggunakan data 
lain sebagai penunjang analisis. Secara 
kelembagaan inovasi dilakukan dengan 
membentuk forum data pilah seperti 
ditemukan di Kepulauan Riau, Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kutai 
Kertanegara, Grobogan, Sumatera Utara, 
dan Sulawesi Selatan namun fungsinya 
belum berjalan maksimal meskipun telah 
dikoordinir oleh BAPPEDA dan BPS.
Tabel 2.6: Ketersediaan Data Pilah Sektoral
Ketersediaan data pilah kesehatan 
dan pendidikan. Dinas Pendidikan dan 
Kesehatan mempunyai data terpilah yang 
relatif konsisten dalam periode pendataan 
karena menjadi bagian dari proses 
dokumentasi administrasi. Kedua dinas ini 
telah memiliki sistem pendataan meliputi 
mekanisme dan panduan data terpilah 
yang lebih mapan dibandingkan dinas 
lainnya. Hal ini karena kementerian vertikal 
yang mengkondisikan keduanya yakni 
kementerian kesehatan dan kementerian 
pendidikan telah mengarusutamakan data 
terpilah, sebagai bagian dari mekanisme 
implementasi program. kebijakan ini 
semakin baik dengan menerapkan sistem 
data online sehingga input data dari daerah 
dapat dilakukan lebih cepat.  
Ketersediaan data terpilah di 
kementerian. Sejak tahun 2011 Kementerian 
Pertanian mengembangkan data terpilah 
kepegawaian dan perencana pertanian 
sampai tingkat provinsi yang difasilitasi oleh 
Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Pada 
Kementerian Pendidikan pengembangan 
data dilakukan oleh Pusat Data dan Statistik 
Pendidikan (PDSP) yang menjangkau 
data Taman Kanak-kanak (TK) sampai 
Perguruan Tinggi (PT) secara terpilah, 
berdasarkan indikator pemerataan, akses 
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2.6 Partisipasi Masyarakat 
Partisipasi masyarakat dalam imple-
mentasi PPRG di daerah maupun di 
kementerian/lembaga merupakan salah 
satu prasyarat penting dalam menerapkan 
PPRG. Partisipasi masyarakat berjalan 
optimal di Provinsi Jawa Tengah. Upaya 
dini telah dilakukan pada tahun 2010 
dengan dibentuknya Forum PUG. Forum 
ini beranggotakan berbagai organisasi 
yang peduli terhadap isu gender, yaitu 
dari unsur-unsur PKK, Badan Koordinasi 
Organisasi Wanita (BKOW), LSM, Ormas 
Keagamaan, Akademisi, dan Parpol. 
Provinsi Sulawesi Selatan juga dianggap 
terbuka terhadap partisipasi masyarakat 
melalui NGO-NGO lokal yang fokus pada 
pemberdayaan perempuan, kesetaraan 
gender, serta advokasi anggaran. 
Di Jawa Timur, pelibatan masyarakat 
masih sebatas pada proses musyawarah 
perencanaan pembangunan (musrenbang), 
demikian juga termasuk di Provinsi Sumatera 
Utara dan Kabupaten Serdang Berdagai. Di 
Grobogan, ruang partisipasi masyarakat 
diberikan dalam proses perencanaan dan 
penganggaran serta dalam POKJA PUG. 
Di Kementerian PU, partisipasi ma-
syarakat ditujukan saat melakukan moni-
toring lapangan agar program/kegiatan 
berperspektif gender dapat terlaksana. 
Sedangkan di Kemenkes, masyarakat diajak 
untuk mengidentifi kasi gap/kesenjangan 
yang muncul dalam keluarga dan masyarakat 
serta strategi dalam meminimalisasi dan 
menghilangkan kesenjangan tersebut secara 
bertahap dengan benar.
Pemahaman masyarakat dalam meng-
implementasikan PPRG menjadi sangat 
penting mengingat masyarakat adalah 
bagian dari penerima manfaat atas 
layanan pemerintah. Masyarakat dapat 
memberikan masukan dan berperan aktif 
proses perencanaan penganggaran. Selain 
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itu, masyarakat dapat berperan dalam 
menyebarluaskan dan mengintegrasikan 
pengarusutamaan gender pada keseharian 
mereka sebagaimana dilakukan oleh tim 
teknis Jawa Tengah yang melibatkan 
kelompok masyarakat yang memiliki 
perhatian terhadap isu gender.
2.7 Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
sudah dilakukan dibeberapa daerah. Im-
plementasi pelaksanaan PPRG di beberapa 
daerah masih perlu didorong agar lebih maju 
dan lebih baik. Pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi (Monev) umumnya dilakukan 
oleh daerah yang sudah menerapkan PPRG 
seperti Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur 
dan Kabupaten Grobogan. Demikian 
juga Sulawesi Selatan sudah mencoba 
menerapkan sejak 2013. Monev dilakukan 
terhadap SKPD dilingkungannya. Di Jawa 
Tengah sudah mengembangkan monev 
PPRG dengan pola monitoring kepada 
kabupaten/kota.
Provinsi Jawa Tengah, dinas penggerak 
telah  menyusun tools untuk pelaksanaan 
monitoring implementasi PPRG. Tools 
ini sudah digunakan pada monev 2013. 
dalam pelaksanaan monev dilakukan oleh 
inspektorat melalui pengawasan dengan 
tujuan tertentu di akhir tahun. Di Jawa Timur, 
pelaksanaan monitoring yang dilakukan 
oleh inspektorat dilakukan secara bertahap. 
Tahun 2013 inspektorat melakukan monev 
terhadap 6 SKPD. Sedangkan di Grobogan, 
monev sudah dilakukan sejak tahun 2011 
oleh inspektorat  pada pemeriksaan reguler 
khusus terkait pelaksanaan Anggaran 
Responsif Gender. Monitoring lebih 
ditingkatkan mulai tahun 2013 dengan 
dibentuknya Tim Peneliti RKA (BAPPEDA, 
Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset 
Daerah (DPKAD), Inspektorat). 
Di Kementerian PU secara umum su-
dah melakukan monitoring dan evaluasi. 
Di Kementan monitoring dan evaluasi 
dilakukan berbasis website, yang pada 
tahun 2012 sudah mengeluarkan buku 
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tentang sistem pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan kegiatan responsif gender. 
Kendala belum dilaksanakan monev 
PPRG. Di provinsi Kepulauan Riau penye-
bab belum dilaksanakannya monev oleh 
dua hal; Pertama, implementasi PPRG baru 
berjalan tahun 2013 dan baru memahami 
tupoksi dari kacamata Pokja; Kedua, 4 driver 
termasuk inspektorat belum terbangun 
koordinasi sehingga fungsi inspektorat  yang 
semestinya memiliki peran kunci dalam 
monitoring dan evaluasi belum digerakkan. 
Hal yang sama terjadi dibeberapa daerah 
studi lainnya antara lain Sumatera Utara, 
Kalimantan Timur dan kabupaten studi 
selain Grobogan.
Tantangan pelaksanaan monev PPRG 
lainnya adalah, membangun komitmen 
dan partisipasi dari 4 driver menjadi hal 
sangat penting dalam melaksakan kegiatan 
ini,  pola koordinasi yang cukup baik antar 
instansi penggerak baik di pusat maupun di 
daerah akan banyak berpengaruh terhadap 
implementasi PPRG. 
2.8 Implementasi PPRG 
Dalam rangka pelaksanaan PUG 
yang menjadi salah satu dari 3 (tiga) arus 
utama pembangunan nasional, pemerintah 
menetapkan PPRG sebagai salah satu 
langkah percepatan pelaksanaannya. 
Oleh karena itu, implementasi PPRG 
harus merujuk pada niat awal ditetapkan, 
yaitu mendukung PUG sebagai strategi 
pengurangan kesenjangan antara penduduk 
laki-laki dan perempuan Indonesia dalam 
mengakses dan mendapatkan manfaat 
pembangunan. Disamping itu juga 
meningkatkan partisipasi dan mengontrol 
proses pembangunan. PUG dilakukan 
dengan mengintegrasikan perspektif 
(sudut pandang) gender ke dalam proses 
pembangunan di setiap bidang. Penerapan 
PUG akan menghasilkan kebijakan publik 
yang lebih efektif untuk mewujudkan 
pembangunan yang lebih adil dan merata 
bagi seluruh penduduk Indonesia, baik 
laki-laki maupun perempuan.1 Dengan 
demikian pembangunan menjadi lebih baik 
dan berkualitas 
PUG yang sudah dicanangkan lebih 
dari satu dasawarsa. PPRG mempunyai 
tanggung jawab yang cukup berat untuk 
memastikan bahwa PUG terimplementasi 
sebagai salah satu pengarusutamaan 
pembangunan nasional serta terintegrasinya 
gender ke dalam siklus perencanaan dan 
penganggaran di tingkat pusat dan daerah. 
Dengan demikian pengalokasian sumber 
daya pembangunan menjadi lebih efektif, 
akuntabel, dan adil dalam memberikan 
manfaat kepada perempuan dan laki-laki.
Tahun 2013 menjadi titik tolak yang 
cukup signifi kan dari perkembangan 
PPRG, ditandai dengan peluncuran Stranas 
Percepatan PUG melalui PPRG. Stranas ini 
diinisiasi dan selesai disusun pada Tahun 
2012. Stranas yang melampirkan  Juklak 
PPRG, telah memberikan kepastian aturan 
kepada daerah, sehingga daerah lebih 
percaya diri untuk melaksanakan PPRG. 
Terlihat di Jawa Tengah, pada 2011 telah 
melakukan exercise penyusunan analisis 
7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap 
Kedua Tahun 2010-2014, Buku II Bab I.
PPRG merupakan salah satu langkah 
percepatan pelaksanaan PUG. Oleh 
karena itu, implementasi PPRG harus 
merujuk pada niat awal ditetapkan, 
yaitu mendukung PUG sebagai strategi 
pengurangan kesenjangan antara 
penduduk laki-laki dan perempuan 
Indonesia dalam mengakses dan 
mendapatkan manfaat pembangunan.
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gender dan GBS pada 13 kegiatan senilai 
Rp.13,038,364,500. Pada tahun 2012, 
sempat mengalami penurunan dengan 12 
kegiatan yang tercakup di 3 program senilai 
Rp. 7,169,280,500. Namun pada tahun 
2013, melaju dengan peningkatan yang 
signifi kan, yaitu 23 kegiatan senilai Rp. 
49,803,271,000. Pada 2014, juga mengalami 
peningkatan, menjadi 33 kegiatan senilai 
Rp.57,709,634,000.
Grafi k 2.7 Perkembangan ARG Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2011-2014
Grafi k 2.8 Perkembangan ARG Jawa Timur
Tahun Anggaran 2011-2014
Provinsi Jawa Timur, walaupun menya-
takan diri masih exercise pada 2012, telah 
berhasil menggerakkan 39 SKPD menyusun 
GAP dan GBS, dengan total anggaran Rp 
162.389.439.050,00. Tahun 2013, jumlah 
SKPD yang menyusun GAP dan GBS 
meningkat menjadi 53 SKPD  dengan 
total anggaran Rp 4.047.376.419.350,00. 
Tahun 2014, penyusunan GAP dan GBS 
berhasil dilakukan integrasi dengan siklus 
perencanaan dan penganggaran sebanyak 
36 SKPD.
Di tingkat pusat, Kementerian Pekerjaan 
Umum (PU) merupakan kementerian yang 
konsisten dalam penyusunan PPRG. Mulai 
melakukan analisis pada 2009, Kementerian 
PU kemudian melanjutkan analisis gender 
dan penyusunan GBS di tahun anggaran 
berikutnya, sampai sekarang, jumlah 
anggaran terus meningkat. Tahun Anggaran 
2011 ARG Kementerian PU berjumlah Rp. 
1,264,409,062,000,00 atau sebesar 2,1% dari 
total paguanggaran hingga Tahun Anggaran 
2014 berjumlah Rp.4,034,144,737,000,00 
atau sebesar 4,1% dari total pagu anggaran. 
Demikian juga, dengan cakupannya yang 
selalu meningkat, dari 13 kegiatan di 2011 
hingga 30 kegiatan di Tahun Anggaran 
2014, yang meliputi 7 unit organisasi secara 
konsisten.
Grafi k 2.9 Perkembangan ARG Kementerian PU
Tahun Anggaran 2011-2014
Di Kementerian Pertanian, analisis gender 
dan penyusunan GBS dilakukan dengan 
cukup sistematis sejak Tahun Anggaran 
2012 sampai 2014. Tahun Anggaran 2012 
mencakup 8 unit organisasi dengan 8 
kegiatan senilai Rp.           433,511,900,000,00. 
Cakupan ARG bertambah 2 unit organisasi 
dengan 2 kegiatan di tahun berikutnya 
(2013) dengan kenaikan anggaran menjadi 
sebesar Rp. 438,979,500,000,-.  Pada Tahun 
Anggaran berikutnya, cakupannya tetap 
10 unit organisasi tetapi ada satu unit 
organisasi yang berbeda dengan jumlah 
anggaran Rp.444,176,600,000,00. 
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2.9 Tipologi Penyusunan PPRG Daerah
Apabila dilihat dari waktu penyusunan 
terkait dengan siklus perencanaan dan 
penganggaran daerah, penyusunan 
PPRG dapat dibedakan dalam 4 (empat) 
tipe, yaitu yang disusun setelah Rencana 
Kerja (Renja), setelah Rencana Kegiatan 
dan Anggaran (RKA), setelah Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan sebagai 
exercise pelatihan. Ke-4 tipe tersebut dapat 
digmbarkan sebagaimana gambar berikut:
Grafi k 2.9 Perkembangan ARG 
Kementerian Pertanian TA 2011-2014
Tipe 1 menggambarkan bahwa analisis 
gender dan penyusunan GBS dilaku-kan 
setelah Renja SKPD9 ditetapkan, sehingga 
Diagram 2.10 Alur Perencanaan dan Penganggaran  dan Tipologi Penyusunan PPRG Daerah
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Tipe 4 
Analisis Gender dan GBS 
disusun sebagai hasil 
praktek pelatihan 
Tipe 2A 
Analisis  
terdokumentasi
Tipe 2B 
Analisis  tidak 
terdokumentasi 
program atau kegiatan yang dianalisis dapat 
dipilih yang strategis dan mempunyai daya 
ungkit besar terhadap pembangunan. Seperti 
yang dilakukan oleh Jawa Tengah dan 
Grobogan. Jawa Timur mulai menerapkan 
tipe ini pada Tahun Anggaran 2014.  Tipe 
2 menggambarkan analisis gender dan 
penyusunan GBS yang dilakukan setelah 
RKA SKPD ditetapkan. Hal ini dilakukan 
untuk memastikan program/kegiatan yang 
dianalisis sudah pasti teranggarkan. Karena 
itu, pilihan atas program/kegiatan tidak 
bisa leluasa dilakukan. Seperti dilakukan 
di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, 
Bintan dan Jawa Timur sebelum Tahun 
Anggaran 2014. Tipe 3 menggambarkan 
analisis gender dan penyusunan GBS 
yang dilakukan setelah ditetapkan DPA 
SKPD. Sebagaimana tipe 2, tipe ini terbatas 
untuk bisa memilih program dan kegiatan 
yang strategis. Tipe terakhir adalah tipe 
4 yang menggambarkan bahwa analisis 
gender belum diintegrasikan dalam siklus 
9 Renja adalah dokumen rencana yang memuat pro-
gram dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 
sasaran pembangunan SKPD untuk periode 1 tahun.
perencanaan dan penganggaran. Seperti 
Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Utara 
dan Kabupaten Serdang Bedagai, Sidoarjo 
dan Sidrap. 
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3.1 Kesimpulan
Dari hasil temuan dan analisis yang 
dilakukan, maka dapat disimpulkan hasil 
studi implementasi PPRG, sebagaimana 
berikut: 
3.1.1 Komitmen dan Kebijakan 
Komitmen pemerintah yang menjadi 
wilayah studi, baik di pusat maupun 
daerah, dalam implementasi anggaran 
responsif gender telah terbukti. Berbagai 
kebijakan dibuat dalam bentuk Peraturan 
Daerah/Kepala Daerah/pimpinan.  Hanya 
saja kebijakan tersebut belum di imple-
mentasikan secara baik. Salah satu faktornya, 
adalah lemahnya implementasi kebijakan 
disebabkan tidak adanya monitoring dan 
evaluasi pimpinan baik di pusat maupun 
pimpinan daerah/pimpinan SKPD. 
Kementerian PU dan Kementerian 
Pertanian sudah mengimplementasikan 
kebijakan PPRG, hanya saja kebijakannya 
belum secara sistematis terimplemetasi 
di daerah, seperti yang dilakukan oleh 
Kemenkes dan Kemendiknas. Kementerian 
Koperasi dan UKM dari sisi kebijakan 
belum merespon implementasi PPRG. 
Bab 3
Kesimpulan dan Rekomendasi
3.1.2 Kelembagaan 
Semua daerah dan kementerian wilayah 
studi sudah membentuk kelompok kerja 
PUG dan tim teknis sebagai pendukung 
kelompok Kerja PUG. Beberapa daerah 
sudah fokus mengawal implementasi 
PPRG. Di sebagian daerah dan kementerian 
kelembagaan tidak berjalan dengan baik, 
dikarenakan lemahnya pemahaman peran 
dan tugas dari anggota Pokja PUG dan tim 
pendukungnya. 
Di sisi lain, Focal point SKPD sektoral 
seperti pendidikan, kesehatan dan per-
tanian ada yang dibentuk berdasarkan 
Surat Keputusan Kepala Daerah/pimpinan 
SKPD dan fokal point yang difasilitasi oleh 
kementerian. 
3.1.3 Sumber Daya 
Penguatan kapasitas yang dilakukan 
oleh provinsi atau KPP-PA bagi SDM driver 
/penggerak baik di provinsi maupun kab/
kota, hanya waktu pelaksanaan pelatihan 
belum mencukupi kebutuhan materi PPRG, 
sehingga pelatihan tidak dibarengi dengan 
simulasi/praktek dalam melakukan 
analisis. 
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Di beberapa provinsi seperti Jawa 
Tengah, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau 
dilakukan proses pendampingan In house 
training/pelatihan kantor sendiri. Sebagian 
pendampingan yang diberikan oleh KPP&PA 
dilakukan setelah siklus perencanaan 
berjalan, sehingga hasil pendampingan 
tidak bisa diimplementasikan langsung.  
Penguatan kapasitas penggerak juga 
dilakukan oleh instansi vertikal seperti, 
KemenPU, Kemenkes dan Kemendikbud 
terkait pengintegrasian isu gender di wilayah 
kerjanya. Namun ketersediaan SDM yang 
mumpuni masih terbatas, terutama dalam 
melakukan analisis gender di daerah. Pola 
pendampingan dan pelatihan PPRG yang 
diselenggarakan oleh KPP&PA, melalui 
dana konsentrasi masih dirasakan cukup 
efektif oleh daerah. 
Beberapa daerah sudah berkomitmen 
mendukung kerja-kerja Pokja PUG dengan 
dukungan anggaran yang cukup. Namun 
pada sebagian daerah pemenuhan anggaran 
untuk pelatihan masih kurang. Di sisi 
lain, pengelolaan SDM penggerak masih 
terkendala dengan rotasi jabatan.  
3.1.4 Instrumen dan Alat Analisis
Analisis dengan instrumen GAP dilaku-
kan oleh semua daerah dan kementerian 
studi. Pada beberapa dokumen perencanaan, 
daerah mengembangkan dengan alat 
anali-sis lain. Misalnya, Jawa Tengah 
untuk menganalisis RPJMD menggunakan 
metode analisis proba. Kementerian PU 
meng-gunakan alat analisis Gender Impact 
Assessment dan Gender Checklist. Sementara 
Kementerian Pertanian menggunakan PRA 
Responsif Gender  dan Multi Dementional 
System (MDS). 
Praktik berbeda dalam melakukan 
analisis gender, pertama, analisis yang 
dilakukan setelah dokumen Rencana Kerja, 
kedua analisis dilakukan setelah setelah 
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
ketiga, analisis dilakukan setelah Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA). Analisis 
yang dilakukan pada bagian pertama akan 
menentukan program/kegiatan yang lebih 
strategis dan dapat mempengaruhi kegiatan 
dan anggaran. Analisis bagian kedua 
akan menentukan kegiatan berdasarkan 
proporsi, dan dapat mempengaruhi target 
namun program/kegiatan tidak strategis 
karena kegiatan sudah ada. Analisis pada 
tahap ketiga akan menentukan kegiatan 
berdasarkan proporsi dan memastikan 
uang tepat tersalurkan, namun program/
kegiatan biasanya tidak strategis.
3.1.5 Data Terpilah 
Semua daerah studi sudah memiliki 
profi l dan statistik gender. Sebagian daerah 
sudah melengkapinya dengan berbagai data 
pilah, terutama pendidikan dan kesehatan, 
hal ini bisa direalisir karena dukungan 
kementerian sektoral yang relatif konsisten 
melakukan pendataan.
3.1.6 Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat di sebagian 
daerah studi telah dilakukan. Keterlibatan 
masyarakat dalam proses perumusan 
kebijakan PPRG terjadi di Jawa Tengah, 
Sulawesi Selatan dan Grobogan. Di Jawa 
Timur, pelibatan masyarakat masih sebatas 
pada proses musrenbang. 
3.1.7 Monitoring dan Evaluasi 
Di daerah yang telah mengimple-
mentasikan PPRG, sudah melakukan moni-
toring dan evaluasi. Monitoring dilakukan 
oleh Pokja PUG (Bappeda dan Badan 
Pemberdayaan Perempuan) seperti di Jawa 
Tengah, Sulawesi Selatan  dan Grobogan. 
Monitoring pengawasan juga di lakukan 
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oleh Inspektorat daerah di Jawa Tengah 
dan Jawa Timur.
3.1.8 Peran Provinsi 
Dalam pelaksanaan PPRG di beberapa 
provinsi, Pokja PUG  cukup aktif melakukan 
komunikasi, koordinasi dan pendampingan 
cukup baik. Pendampingan dilakukan 
untuk memperkuat tim penggerak di 
kab/kota. Pendampingan yang dilakukan 
biasanya pelatihan atau diskusi koordinasi, 
dengan anggaran yang bersumber dari 
provinsi atau kab/kota. 
3.1.9 Implementasi PPRG
Implementasi PPRG secara sistemik 
belum dilakukan dibeberapa daerah, 
meskipun daerah-daerah sudah 
mengintegrasikan gender kedalam sistem 
perencanaan dan penganggarannya. Baik di 
daerah maupun di pusat diperlukan instansi 
driver untuk mengawal implementasi 
PPRG.
Di tingkat kementerian, anggaran 
responsif gender masih dilihat sebagai 
dokumen untuk memenuhi aturan, karena 
belum terakomodasi dalam penelaahan 
Bappenas terhadap dokumen perencanaan 
kementerian saat Trilateral meeting. 
Sehingga belum efektif terhubung dengan 
penelahaan anggaran. Sementara di 
Kementerian Keuangan Responsif Gender 
tidak lagi mengakomodasi ke dalam sistem 
penelaahan Direktur Jenderal Anggaran. 
Penelaah tidak mengelaborasi pertanyaan 
mengenai GBS. 
3.1.10 Hubungan Pusat dan Daerah 
Dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG, 
peran pusat sangat membantu dalam 
optimalisasi dukungan kebijakan yang 
mengintegrasikan responsif gender ke dalam 
sistem perencanaan dan penganggaran, 
sehingga daerah mempunyai payung 
hukum untuk mengimplementasikan 
PPRG. Hadirnya Surat Edaran Bersama dari 
empat kementerian telah menjembatani 
daerah dalam pelaksanaan PPRG.
Pola koordinasi yang dibangun oleh 
Kemenkes dan Kemendikbud mampu 
mendorong motivasi bagi daerah dalam 
pelaksanaan PPRG, khususnya di dinas 
kesehatan dan pendidikan. Misalnya 
penyediaan data terpilah sekolah, data 
terpilah pasien, dan lainnya. 
3.2 Rekomendasi Kebijakan dan 
Tindakan
3.2.1 Rekomendasi untuk Driver PPRG 
Tingkat Pusat
Meningkatkan kecepatan 1. delivery system 
kebijakan-kebijakan yang telah diinisiasi 
dan ditetapkan di tingkat pusat.
Perlu menetapkan implementasi 2. 
PPRG sebagai bagian dari indikator 
kinerja pemerintahan daerah, agar 
PPRG menjadi prioritas para pimpinan 
daerah. 
Merumuskan SOP penelaahan PPRG di 3. 
tingkat Pusat.
Pemerintah Pusat perlu memasukkan 4. 
PPRG dalam format Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(LPPD).
Perlu mengintegrasikan ARG 5. 
dalam sistem keuangan daerah di 
Kemendagri.
Dibutuhkan model kelembagaan yang 6. 
mempertimbangkan kekhususan dan 
konteks lokal.
Perlu menguatkan kebijakan mengenai 7. 
pengawasan pelaksanaan PPRG dan 
mengembangkan instrumennya.
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3.2.2 Rekomendasi untuk Pemerintah 
Pusat dan Daerah 
3.2.2.1 Rekomendasi untuk KPP-PA
Fasilitasi dan Pendampingan PPRG perlu 1. 
memperhatikan dan mengintegrasikan 
kedalam siklus perencanaan dan 
penganggaran agar terlihat pengaruhnya 
pada penganggaran. 
Peningkatan kapasitas untuk Pokja PUG 2. 
dan focal point perlu dilakukan secara 
sistematis dan progresif, tidak sebatas 
pada pelatihan dan disesuaikan dengan 
waktu pembahasan perencanaan dan 
penganggaran daerah. 
Perlu melakukan review terhadap indi-3. 
kator-indikator APE yang terkait dengan 
PPRG, dan mengembangkannya kearah 
indikator-indikator yang mendorong 
implementasi PPRG. 
Perlu ditekankan bahwa data pembuka 4. 
wawasan bukan satu-satunya data yang 
digunakan dalam analisis.
Perlu mengembangkan sistem moni-5. 
toring bagi daerah dalam pelaksanaan 
PPRG. 
3.2.2.2 Rekomendasi Kementerian 
Sektoral 
Perlu fasilitasi dan lebih menguatkan 1. 
sub sektor dan daerah dalam penggalian 
dan identifi kasi isu sektoral.
Perlu terus mengembangkan instrumen 2. 
analisis gender yang berbasis sektor.
Perlu mengembangkan indikator res-3. 
ponsif gender pada sektor terkait untuk 
memberikan pengetahuan kepada 
daerah tentang pembangunan KKG 
sektor.
Mensinergikan fasilitasi PUG di daerah 4. 
dengan fokal point yang telah terbangun 
di daerah. 
Kementerian dan  daerah yang sudah 5. 
membuka ruang partisipasi masyarakat 
perlu membentuk jaringan PUG.
3.2.2.3 Rekomendasi untuk Pemerintah 
Provinsi 
Melakukan penguatan kapasitas secara 1. 
progresif, terutama kepada focal point 
di SKPD dan Pokja PUG Kabupaten/
Kota.
Mengintegrasikan PPRG dalam siklus 2. 
perencanaan, penganggaran, pelak-
sanaan, dan pengawasan. 
Mengembangkan kajian gender berbasis 3. 
sektoral untuk mengantisipasi ketiadaan 
data terpilah.
Perlu memasukkan NGO dan PSW 4. 
sebagai bagian dari stakeholder penting 
yang bersama-sama membangun 
PPRG.
3.2.2.4 Rekomendasi untuk Pemerintah 
Kabupaten 
Melakukan penguatan kapasitas secara 1. 
progresif, terutama kepada focal point 
di SKPD.
Mengintegrasikan PPRG dalam 2. 
siklus perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, dan pengawasan. 
Mengembangkan kajian gender berbasis 3. 
sektoral untuk mengantisipasi ketiadaan 
data terpilah.
Perlu memasukkan NGO dan PSW 4. 
sebagai bagian stakeholder penting 
dalam membangun PPRG, terutama 
dalam pemperkuat isu gender dan 
pengawasan.
